BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan
kedudukan dalam hukum masyarakat Kota Padang adalah Lembaga Bantuan
Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum mempunyai peran yang
sangat penting, yaitu memberikan dukungan kepada kliennya agar terhindar
dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa dan memberikan
pembelaan secara materiil, dengan harapan memperoleh putusan yang
sesuai dengan rasa keadilan pengadilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam
Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota
Padang.

a Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan
hukum.

b Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum
mendapatkan imbalan.

¢ Sumber daya manusia lembaga bantuan hukum belum memadai.

d Ancaman pembunuhan.

e Aksi teror secara pribadi kepada pengabdi bantuan hukum.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam
Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota

Padang.



i

Stimulan untuk Advokat LBH Padang dalam memberikan Bantuan
Hukum.

Bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan structural.

Akses dalam peradilan

Memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hokum

Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum

Berdiskusi dengan stakeholder Kota Padang terakit sistem hukum
Memberikan edukasi kepada pengais bantuan hukum

Mengorganisir masyarakat pentignya mematuhi hukum yang berlaku

Mendampingi masyarakat-masyrakat yang membutuhkan bantuan hukum

B. Saran

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam hal ini beserta

keanggotaanya lebih banyak membantu Masyarakat miskin.

2. Agar Aparat Penegak Hukum menjalani tugasnya sebagai pengayom

Masyarakat.

3. Agar Masyarakat menyadari bahwa kondisi hukum saat ini dalam keadaan

genting akibat tidak adanya persamaan hukum untuk Masyarakat.
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